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Penelitian ini dilatar belakangi oleh Research Gap dari berbagai  penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji, untuk jelasnya seperti  tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu
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	Peneliti
	Judul Penelitian
	Hasil  

	Amita (2022)
	Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang SSKCKR dalam Layanan Deposit di Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan.
	Implementasi undang-undang memberikan edukasi kepada penerbit mengenai kewajiban penyerahan karya, namun masih ditemukan penerbit yang belum patuh menyerahkan hasil terbitannya. 

	Kebaharuan Penelittian 
	Penelitian Amita (2022) berfokus pada implementasi UU No. 13 Tahun 2018 melalui edukasi kepada penerbit, tetapi masih ditemukan ketidakpatuhan dalam penyerahan karya. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi regulasi di Perpustakaan Deposit DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat dengan cakupan penyerahan, pengelolaan, pelestarian, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan teknologi informasi. Kebaruannya terletak pada pengkajian implementasi regulasi secara berkesinambungan, dari proses penyerahan hingga pengelolaan koleksi dalam mendukung pengembangan perpustakaan deposit.

	Junaedi (2021)
	Implementasi Produk Hukum SSKCKR di Perpustakaan Nasional.
	Implementasi regulasi terbaru berjalan dengan cukup baik, namun terdapat tantangan utama yang terletak pada kepatuhan wajib serah dan penguatan strategi sosialisasi.

	Kebaharuan Penelittian
	Penelitian Junaedi (2021) berfokus pada implementasi produk hukum SSKCKR di Perpustakaan Nasional, dengan temuan bahwa pelaksanaannya berjalan cukup baik, tetapi masih menghadapi kendala pada kepatuhan wajib serah dan penguatan sosialisasi. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi regulasi di Perpustakaan Deposit DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat dengan cakupan penyerahan, pengelolaan, pelestarian, pemanfaatan koleksi, serta penggunaan teknologi informasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian implementasi regulasi tidak hanya dari sisi kepatuhan dan sosialisasi, tetapi hingga pengelolaan hasil serah simpan dalam mendukung pengembangan perpustakaan deposit.

	Herdianti (2023)
	Implementasi Kebijakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jawa Timur.
	Pelaksanaan kebijakan telah dilakukan sesuai regulasi, namun dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, terutama koordinasi antar instansi dan sumber daya 

	Kebaharuan Penelittian
	Penelitian Herdianti (2023) berfokus pada implementasi kebijakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dengan temuan bahwa pelaksanaannya telah mengacu pada regulasi, tetapi masih dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, terutama koordinasi antarinstansi dan ketersediaan sumber daya. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi regulasi SSKCKR di Perpustakaan Deposit DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat dengan cakupan penyerahan, pengelolaan, pelestarian, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan teknologi informasi. Kebaruannya terletak pada pengkajian implementasi regulasi yang tidak hanya melihat faktor pendukung dan penghambat, tetapi juga menelusuri proses pengelolaan hasil serah simpan hingga kontribusinya terhadap pengembangan perpustakaan deposit.

	Vyastica, Sudiar, & Latiar (2026)
	Menjaga Warisan Ilmiah : Implementasi Serah Simpan Karya oleh Penerbit Perguruan Tinggi di Riau
	Universitas memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan serah simpan, namun pemahaman terhadap sanksi dan kewajiban hukum masih perlu diperkuat.

	Kebaharuan Penelittian
	Penelitian Vyastica, Sudiar, dan Latiar (2026) berfokus pada implementasi serah simpan karya oleh penerbit perguruan tinggi di Riau, dengan temuan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi pemahaman mengenai kewajiban hukum dan sanksi masih perlu diperkuat. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi regulasi SSKCKR di Perpustakaan Deposit DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat dengan cakupan penyerahan, pengelolaan, pelestarian, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan teknologi informasi. Kebaruannya terletak pada pengkajian implementasi regulasi tidak hanya dari sisi pemahaman kewajiban dan sanksi, tetapi juga pada proses pengelolaan hasil serah simpan hingga pemanfaatannya dalam mendukung pengembangan perpustakaan deposit.


Dapat disimpulkan bahwa seluruh studi menempatkan implementasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan  sebagai fokus utama dalam konteks pelestarian pengetahuan dan penguatan fungsi perpustakaan deposit. Persamaan mendasar dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek kebijakan yang dikaji, yakni regulasi yang telah ditetapkan . Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti dinamika implementasi kebijakan di lingkungan perpustakaan atau lembaga terkait. Namun demikian, terdapat perbedaan substantif yang menjadi penanda posisi penelitian ini. Penelitian Amita (2022) berfokus pada layanan deposit di Provinsi Sumatera Selatan, Junaedi (2021) menelaah implementasi regulasi pada level nasional di Perpustakaan Nasional, Herdianti (2023) mengkaji pelaksanaan kebijakan di Jawa Timur, sedangkan Vyastica et al. (2026) memusatkan perhatian pada kepatuhan penerbit perguruan tinggi di Riau. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti aspek kepatuhan wajib serah, sosialisasi regulasi, serta hambatan administratif. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menempatkan implementasi regulasi sebagai instrumen strategis dalam mengembangkan perpustakaan deposit di DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat, sehingga analisis tidak berhenti pada kepatuhan terhadap regulasi, melainkan diperluas pada kontribusi implementasi kebijakan terhadap penguatan kelembagaan, pengelolaan koleksi, dan transformasi layanan deposit. Pada titik inilah letak research gap penelitian ini, yakni masih terbatasnya kajian yang menghubungkan implementasi regulasi implementasi sebagaimana telah ditetapkan.
Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang terletak pada perspektif analitis yang digunakan dalam membaca implementasi regulasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Jika penelitian terdahulu lebih menempatkan kebijakan sebagai objek evaluasi administratif atau legal-formal, maka penelitian ini memosisikannya sebagai variabel strategis yang berpengaruh terhadap arah pengembangan perpustakaan deposit. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang memadukan dimensi regulatif, operasional, dan institusional dalam satu kerangka analisis. Kebaruan lainnya tampak pada konteks lokus penelitian, sebuah wilayah dengan ekosistem penerbitan yang besar dan dinamika koleksi daerah yang kompleks, namun penelitian terdahulu yang mengkaji topik tersebut secara mendalam masih relatif sedikit. Penelitian ini juga mengangkat isu transformasi digital, integrasi sistem e-Deposit, serta tantangan preservasi koleksi dalam era digitalisasi informasi sebagai bagian dari analisis implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mereproduksi penelitian terdahulu, melainkan memperluas horizon kajian menuju pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara regulasi, kelembagaan, dan inovasi layanan perpustakaan deposit.
Kontribusi dalam penelitian ini diharapkan hadir pada dua ranah sekaligus, yakni teoretis dan praktis. Pada ranah teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus Ilmu Perpustakaan dan Informasi, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan pelestarian karya intelektual bangsa. Hasil penelitian dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan model implementasi kebijakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang lebih kontekstual di tingkat daerah. Pada ranah praktis, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual pelaksanaan regulasi DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi institusional untuk memperkuat strategi penghimpunan koleksi, pengelolaan deposit, dan optimalisasi layanan berbasis teknologi. Penelitian ini diharapkan sebagai baik bagi DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat maupun  Perpustakaan Nasional RI, serta para wajib serah dalam merumuskan langkah kolaboratif guna meningkatkan efektivitas kebijakan. Kontribusi dari penelitian ini selain bersifat akademik, juga memiliki relevansi langsung terhadap penguatan tata kelola perpustakaan deposit sebagai bagian dari ekosistem pelestarian pengetahuan nasional.
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Kebijakan Serah Simpan Karya sebagai instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan pengetahuan dan identitas intelektual bangsa. Peraturan dan perundang-undangan ini selain mengatur yang bersifat administratif juga sebagai payung hukum dalam melaksanakan penghimpunan serta pelestarian . Dalam konteks ini, serah simpan berfungsi sebagai mekanisme negara dalam membangun koleksi nasional yang merepresentasikan dinamika sosial dan budaya secara utuh (Perpustakaan Nasional RI, 2019:12). Pandangan ini sejalan dengan Sulistyo-Basuki (2018:45) yang menegaskan bahwa perpustakaan deposit memiliki peran sentral sebagai institusi dokumentasi yang menjamin kesinambungan memori kolektif melalui pengelolaan karya secara sistematis. Kebijakan tersebut berorientasi terhadap pelaksanaan penghimpunan koleksi, serta upaya untuk  menjaga keberlanjutan akses informasi dalam jangka panjang.
Dalam tataran implementasi, Peraturan Pemerintah memberikan penjabaran teknis terkait proses penyerahan, pengelolaan, hingga pelestarian koleksi, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 sebagai pedoman operasional. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kesiapan instansi, efektivitas pengelolaan, serta tingkat kepatuhan pihak wajib serah. Winarno (2020:102) menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh berbagai unsur mencakup efektivitas penyampaian informasi ,kecukupan sumber daya, pendukung, komitmen aparatur pelaksana, serta mekanisme birokrasi yang mengatur implementasi Dalam praktiknya, berbagai unsur tersebut masih terdapat kendala . Temuan Pratama (2023:67) memperlihatkan bahwa rendahnya sosialisasi dan kesadaran penerbit menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. perkembangan teknologi menuntut adanya transformasi digital dalam pengelolaan koleksi, yang menurut Lestari dan Nugraha (2021:88) mampu meningkatkan efisiensi layanan meskipun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan integrasi sistem. Oleh karena itu, kajian teori ini memandang kebijakan Serah Simpan karya sebagai konsep normatif, praktik yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, teknologi, dan partisipasi aktor dalam mendukung pengembangan perpustakaan deposit di DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat.
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Regulasi dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan normatif untuk menganalisis implementasi kebijakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, khususnya dalam kaitannya dengan proses penyerahan karya serta pengelolaan hasil serah simpan di perpustakaan deposit. Kajian regulasi tidak hanya berfungsi untuk menguraikan isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menilai sejauh mana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, regulasi menjadi dasar analisis dalam melihat kesesuaian antara norma hukum dengan realitas pelaksanaan kebijakan di DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat.
a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018
Landasan hukum utama dalam penyelenggaraan kebijakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Indonesia. Dalam regulasi ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai hasil budaya bangsa (2018:2). Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menganalisis peran perpustakaan deposit dalam pengembangan koleksi daerah melalui mekanisme serah simpan.. 
1) Asas
Pelaksanaan Serah Simpan Karya memperhatikan asas manfaat, pelestarian, aksesibilitas, dan tanggung jawab (Pasal 2). Dalam penelitian ini, asas-asas tersebut digunakan sebagai indikator normatif untuk menilai apakah pelaksanaan penyerahan karya dan pengelolaan koleksi di DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat telah memenuhi prinsip kebermanfaatan, menjamin pelestarian koleksi, serta mendukung akses informasi bagi masyarakat.
2) Tujuan
Untuk mewujudkan koleksi nasional dan daerah, melestarikan hasil karya intelektual bangsa, serta mendukung pendidikan dan penelitian (Pasal 3). Dalam penelitian ini, tujuan tersebut berkaitan langsung dengan pengembangan perpustakaan deposit, khususnya dalam peningkatan jumlah koleksi, keberagaman bahan pustaka, serta penguatan fungsi perpustakaan sebagai pusat dokumentasi dan informasi daerah.
3) Kewajiban serah simpan
Undang-undang ini mengatur bahwa setiap para wajib harus menyerahkan produk karya kepada Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Provinsi (Pasal 5). Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis aspek penyerahan karya, terutama terkait tingkat kepatuhan wajib serah di DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat serta kendala yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut di lapangan.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021
Turunan dari undang-undang yang memberikan penjelasan lebih rinci terkait aspek teknis pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ( 2021:21).
1) Pasal 16 (Pengolahan) 
Pasal ini mengatur bahwa pengolahan hasil serah simpan karya dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI dan perpustakaan provinsi sesuai dengan kewenangannya (Pasal 16). Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan koleksi deposit di DISPUSIPDA Prov. Jawa Barat , terutama pada kegiatan inventarisasi, katalogisasi, dan pengorganisasian koleksi.
2) Pasal 18 (Penyimpanan)
Pasal ini menyatakan bahwa penyimpanan koleksi dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan terhadap fisik dan isi informasi (Pasal 18). Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis kondisi penyimpanan koleksi di perpustakaan deposit, termasuk keterbatasan ruang dan risiko kerusakan koleksi yang memengaruhi fungsi pelestarian.
3) Pasal 19 (Penyalahgunaan)
Pasal ini menegaskan bahwa koleksi hasil serah simpan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 19). Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut dikaitkan dengan tingkat aksesibilitas koleksi di DISPUSIPDA Prov JABAR, serta sejauh mana koleksi deposit telah dimanfaatkan oleh masyarakat.
4) Pasal 20 (Pelestarian)
Pasal ini mengatur bahwa pelestarian koleksi merupakan tanggung jawab lembaga pengelola (PP No.55 Tahun 2021 Pasal 20). Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut berkaitan dengan upaya preservasi koleksi deposit dan pengembangan perpustakaan deposit yang berkelanjutan.
5) Pasal 28-31 (Sanksi Administratif)
Peraturan ini juga mengatur sanksi administratif bagi pihak yang lalai, melalui teguran secara tertulis, penghentian sementara , hingga pencabutan izin (PP No.55 Tahun 2021 Pasal 28–31). Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut dikaitkan dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib serah serta belum optimalnya penerapan sanksi dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan.
c) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun (2022)
Pedoman teknis dalam pengelolaan koleksi hasil serah simpan di perpustakaan deposit. Regulasi ini mengatur secara rinci tahapan pengelolaan yang meliputi proses serah dan terima, proses pencatatan, melakukan pengolahan hasil karya, penyimpanan di ruang koleksi, pelestarian, serta pengawasan koleksi (2022:14).
Dalam konteks penelitian ini, seluruh tahapan tersebut digunakan sebagai indikator untuk menganalisis pengelolaan hasil serah simpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Ketentuan ini juga menekankan pentingnya pengelolaan koleksi secara sistematis dan berkelanjutan, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi. ( Perpustakaan Nasional RI 2022:18). Hal ini berkaitan langsung dengan kondisi di lapangan, di mana implementasi sistem digital seperti e-Deposit dan otomasi perpustakaan masih belum berjalan secara optimal. 
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Konsep Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif yang mengharuskan penerbit atau produsen menyerahkan hasil karyanya kepada lembaga deposit, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari kebijakan publik yang memiliki fungsi penting dalam pelestarian dan pengelolaan pengetahuan. Kebijakan ini mencakup aspek hukum, kelembagaan, tata kelola informasi, serta upaya pelestarian karya intelektual bangsa.  (Pasal 3). Dengan demikian, kebijakan serah simpan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur penyerahan dokumen, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin agar karya intelektual masyarakat dapat dihimpun, disimpan, dikelola, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah terkait mulai dari proses penyerahan, penerimaan, pengelolaan, hingga pelestarian koleksi deposit. Adapun bagan konsep Serah Simpan pelaksanaan kebijakannya  merupakan suatu sistem yang saling berkaitan, mulai dari landasan regulasi, subjek dan objek wajib serah, mekanisme penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan koleksi deposit, hingga pengawasan serta sanksi administratif dalam mendukung pelestarian dan pengembangan dokumentasi pengetahuan di perpustakaan deposit.
Pemahaman mengenai Serah Simpan juga tidak berhenti pada aspek normatif yang tertuang dalam regulasi, tetapi mencakup bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dalam praktik di lapangan. Kewajiban penerbit dalam melaksanakan Serah Simpan pada Pasal 7 disebutkan bahwa “setiap para wajib menyerahkan karya kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi,” sehingga keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan subjek wajib serah, kemampuan lembaga pelaksana, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Kemudian dalam peraturan pemerintah terkait , bahwa karya yang telah diterima harus dikelola melalui proses pencatatan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan koleksi deposit sebagai bagian dari sistem dokumentasi nasional. Dalam perspektif ilmu perpustakaan, fungsi tersebut berkaitan dengan preservasi informasi, penyusunan bibliografi nasional, serta kontrol bibliografis sebagai upaya menjaga memori kolektif dan warisan intelektual bangsa agar tetap dapat diakses dan dimanfaatkan oleh generasi mendatang (Sulistyo-Basuki, 2018:33).
Dengan demikian, konsep Serah Simpan dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu sistem kebijakan yang saling berkaitan antara aspek regulasi, subjek wajib serah, objek yang diserahkan, hingga mekanisme penyerahan dalam mendukung pelestarian serta pengembangan dokumentasi pengetahuan di perpustakaan deposit. Untuk memperjelas hubungan antara unsur-unsur yang membentuk konsep Serah Simpan, peneliti menyajikan bagan konseptual sebagai representasi keterkaitan setiap komponen : 
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a. Definisi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Kewajiban hukum bagi para wajib untuk menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi  (PERPUSNAS RI, 2019:9). Definisi ini menegaskan bahwa serah simpan bersifat mengikat dan bukan sekadar partisipasi sukarela. Secara konseptual, regulasi ini merupakan bentuk intervensi negara dalam mengatur siklus penghimpunan dan pengelolaan pengetahuan. Melalui mekanisme ini, negara tidak hanya mengumpulkan karya, tetapi juga membangun sistem dokumentasi nasional serta menjamin keberlanjutan informasi (Subarsono, 2019:21). 
b. Tujuan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 Sebagai upaya pengumpulan koleksi deposit, secara substantif kebijakan ini diarahkan untuk melindungi karya intelektual, menjamin pelestarian dokumenter bangsa, serta mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian (Perpustakaan Nasional RI, 2019:10). Dalam perspektif perpustakaan, tujuan ini berkaitan dengan fungsi preservasi, akses informasi, dan dokumentasi (Sutopo, 2021:60). Dalam penelitian ini, tujuan tersebut dianalisis melalui empat orientasi, yaitu orientasi preservasi, dokumentasi, akses, dan kelembagaan sebagai dasar penguatan fungsi perpustakaan deposit.
c. Ruang Lingkup Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Fokus pada aspek penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai bentuk kewajiban hukum untuk para wajib. Mekanisme pelaksanaannya sebagaimana dituangkan dalam  Peraturan Pemerintah terkait yang mengatur teknis operasional, jumlah eksemplar, serta batas waktu penyerahan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021:22). Dalam konteks penelitian ini, aspek penyerahan dianalisis untuk melihat tingkat kepatuhan wajib serah serta kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan regulasi     yang berlaku.
Ruang lingkup penelitian juga mencakup pengelolaan hasil serah simpan yang meliputi pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pemanfaatan koleksi deposit. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait , khususnya tentang pengolahan koleksi (Pasal 16), penyimpanan (Pasal 18), dan pelestarian (Pasal 20) sebagai tanggung jawab lembaga pengelola (Pemerintah Republik Indonesia, 2021:23). Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan PERPUSNAS RI Nomor 8 Tahun 2022 yang menetapkan standar teknis pengelolaan koleksi deposit. Dalam penelitian ini, aspek pengelolaan menjadi indikator untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan serta kontribusinya terhadap pengembangan perpustakaan deposit di DISPUSIPDA  Provinsi Jawa Barat.
d. Subjek Wajib Serah
Subjek wajib serah merupakan pihak yang secara hukum dibebani kewajiban untuk menyerahkan karya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor menetapkan bahwa subjek tersebut meliputi penerbit, produsen karya rekam, lembaga negara, lembaga pendidikan, organisasi, serta pihak lain yang menghasilkan atau menerbitkan karya di wilayah Indonesia (Perpustakaan Nasional RI, 2019:11). Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban serah simpan bersifat mengikat dan mencakup seluruh aktor yang terlibat dalam produksi karya intelektual. Dalam konteks penelitian ini, subjek wajib serah diposisikan sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan, khususnya pada aspek penyerahan karya, sehingga tingkat kepatuhan mereka menjadi indikator penting dalam menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan regulasi di Perpustakaan Deposit DISPUSIPDA  Prov. Jawa Barat.
e. Objek yang Wajib Diserahkan
Objek yang wajib diserahkan sebagaimana Undang-Undang mencakup keseluruhan hasil karya berupa cetak maupun karya berupa  rekam yang diproduksi, diterbitkan, oleh subjek wajib serah, meliputi buku, terbitan berkala, karya ilmiah, dan bentuk terbitan lainnya, sedangkan karya rekam mencakup media analog maupun digital yang mengandung informasi atau pengetahuan (Perpustakaan Nasional RI, 2019:10). Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis serta bentuk karya yang wajib diserahkan sebagai bagian dari koleksi deposit (Pemerintah Republik Indonesia, 2021:18). Dalam penelitian ini, kejelasan objek serah simpan menjadi dasar dalam menganalisis proses penyerahan dan pengelolaan koleksi, sehingga dapat menilai kesesuaian antara ketentuan regulasi dengan praktik implementasi di Perpustakaan Deposit DISPUSIPDA  Prov. Jawa Barat.
f. Kewajiban Penyerahan
Kewajiban serah Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan inti dari implementasi kebijakan yang mengaturnya, karena menjadi dasar dalam penghimpunan dan pelestarian koleksi deposit nasional maupun daerah. Dalam Undang-Undang tersebut (Pasal 7 ) disebutkan bahwa “para wajib dapat menyerahkan karyanya  kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi”. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme penyerahan secara lebih rinci, mulai dari pihak yang berkewajiban menyerahkan, jumlah eksemplar, batas waktu penyerahan, hingga proses penerimaan dan pencatatan karya oleh perpustakaan deposit.  Hal ini sebagaimana dalam peraturan pemerintah terkait pada pasal 8 dijelaskan bahwa serah karya dilaksanakan tidak melebihi tiga bulan setelah karya diterbitkan, direkam, atau dipublikasikan. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan serah simpan dirancang sebagai upaya sistematis dalam menjaga keberlangsungan informasi, pengetahuan, dan warisan budaya bangsa melalui pengelolaan koleksi deposit secara berkelanjutan.
Mekanisme kewajiban penyerahan berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari proses penerbitan atau produksi karya, kewajiban serah oleh para wajib kepada lembaga perpustakaan deposit, untuk dicatat, di verifikasi serta pemberian tanda bukti serah, hingga pengelolaan lebih lanjut sebagai koleksi deposit. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme tersebut menjadi dasar analisis untuk melihat kesesuaian antara ketentuan regulasi dengan praktik implementasi di lapangan, khususnya terkait tingkat kepatuhan wajib serah dan pengaruhnya terhadap kelengkapan koleksi deposit di DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat. Adapun alur mekanisme kewajiban penyerahan karya sebagaimana diatur dalam ketentuan regulasi, untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

[image: mekanisme penyerahan - Copy]
[bookmark: _Toc234243629][bookmark: _Toc236922562]Gambar 2. 2 Mekanisme kewajiban penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, diolah kembali oleh peneliti, 2026.


Secara keseluruhan, konsep Serah Simpan Karya dalam penelitian yang dilaksanakan ini tidak dipahami secara sempit sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai konsep multidimensional yang mencakup aspek regulatif, implementatif, kelembagaan, dan pelestarian pengetahuan. Aspek regulatif menjadi dasar hukum yang mengatur kewajiban penerbit dan produsen karya rekam, mekanisme penyerahan, pengelolaan koleksi deposit, hingga tanggung jawab lembaga penerima serah simpan. Aspek implementatif merujuk pada pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, khususnya dalam mengimplementasikan proses penghimpunan, penerimaan, verifikasi, pencatatan, pengelolaan, dan pelestarian karya berupa cetak maupun rekam .Selanjutnya, aspek kelembagaan berkaitan dengan peran, fungsi, serta kapasitas DISPUSIPDA Prov. Jawa Barat sebagai lembaga deposit daerah dalam menjalankan kebijakan serah simpan, termasuk koordinasi dengan penerbit, pengelolaan koleksi deposit, serta penyediaan akses informasi kepada masyarakat. Adapun aspek pelestarian pengetahuan dimaknai sebagai upaya menjaga, menyimpan, dan melestarikan karya intelektual dan budaya daerah agar tetap terhimpun, terdokumentasi, dan digunakan sampai waktu yang akan datang. Dengan demikian, pemahaman tersebut menjadi landasan analitis dalam mengkaji implementasi kebijakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, khususnya dalam konteks pengembangan perpustakaan deposit di DISPUSIPDA Prov. Jawa Barat.
3. [bookmark: _Toc236923523][bookmark: _Toc228327235]Standar Pengelolaan Serah Simpan Karya  
Standar pengelolaan Serah Simpan Karya diatur secara teknis telah diatur pada Peraturan PERPUSNAS RI Nomor 8 Tahun 2022 sebagai pedoman operasional dalam menjamin pengelolaan koleksi deposit berjalan secara sistematis, terstandar, dan berkelanjutan. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam pelestarian dan pemanfaatan karya intelektual bangsa. Dalam kaitannya dengan fokus penelitian, standar ini menjadi landasan utama untuk menilai bagaimana proses penyerahan dan pengelolaan koleksi deposit dilaksanakan di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku (Perpustakaan Nasional RI, 2022:14).
Secara operasional, pengelolaan Serah Simpan Karya  mencakup tahapan secara terintegrasi meliputi proses serah terima, pelaksanaan pencatatan, pengolahan koleksi deposit, penyimpanan , dan pelestarian, hingga pendayagunaan koleksi. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwa pengolahan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi deposit merupakan tanggung jawab lembaga pengelola untuk menjamin keberlanjutan informasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2021:23–27). Dengan demikian, standar pengelolaan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga indikator dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, khususnya dalam memastikan bahwa setiap karya yang diserahkan dapat dikelola, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal.
a. Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam
Penyerahan karya merupakan tahap awal dalam implementasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang mewajibkan para wajib  menyerahkan karyanya kepada PERPUSNAS RI dan/atau perpustakaan provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang. Mekanisme ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mencakup jenis karya, jumlah, dan waktu penyerahan. Dalam konteks penelitian ini, tahap penyerahan menjadi indikator utama untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap regulasi serta efektivitas pelaksanaan kebijakan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021:18).

b. Pengelolaan Hasil Karya
	Mencakup mulai dari  penerimaan, pencatatan, inventarisasi, katalogisasi, penyimpanan, pelestarian, hingga pemanfaatan koleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional . Selain itu, Peraturan Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan harus memperhatikan aspek perlindungan dan akses informasi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Dalam penelitian ini, tahap pengelolaan menjadi indikator untuk menilai kapasitas lembaga dalam mengelola koleksi secara efektif dan berkelanjutan sesuai standar yang ditetapkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021:23–27).

[bookmark: _Toc228327236][bookmark: _Toc236923524]Kerangka Konseptual
Dirancang untuk menggambarkan hubungan antar konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah implementasi kebijakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam mendukung pengembangan perpustakaan deposit. Oleh karena itu, konsep-konsep yang digunakan meliputi perpustakaan deposit, fungsi dan perannya, serta implementasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai instrumen kebijakan publik di bidang perpustakaan. Kerangka konseptual berfungsi sebagai pijakan analitis yang menghubungkan teori dengan realitas empiris sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti secara sistematis (Sugiyono, 2019:60). Sejalan dengan itu, Miles, Huberman, dan Saldaña menegaskan bahwa kerangka konseptual membantu peneliti dalam mengorganisasi variabel dan hubungan antar konsep agar analisis lebih terarah (Miles et al., 2014:20). Dengan demikian, penyusunan kerangka konseptual dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga berfungsi sebagai alat analisis dalam menelaah implementasi kebijakan secara mendalam.
1. [bookmark: _Toc234242846][bookmark: _Toc236923525]Perpustakaan Deposit
a) Pengertian Perpustakaan Deposit
Perpustakaan deposit merupakan lembaga yang berperan dalam menghimpun dan melestarikan karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat. Peran tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsep legal deposit atau serah simpan. Menurut Internasional.Federation. of Library. Associations and Institutions. (IFLA), “Legal deposit is. a statutory obligation which requires that .any organisation, commercial or public, and .any individual producing any type of documentation in .multiple copies, be obliged to deposit one or more copies with a recognised. national institution” (IFLA, 2011:3). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa legal deposit merupakan kewajiban yang memiliki dasar hukum dan mengharuskan setiap pihak yang menghasilkan suatu karya untuk menyerahkan salinan karyanya kepada lembaga yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, UNESCO menegaskan bahwa “Legal deposit legislation is a key element in national information policy and enables a country to collect, preserve and make accessible its published documentary heritage” (UNESCO, 2000:12). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa legal deposit tidak hanya bertujuan menghimpun terbitan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan informasi dan warisan dokumenter suatu negara. Dengan demikian, perpustakaan deposit memiliki peran strategis dalam mengelola hasil serah simpan agar dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan..
Pentingnya legal deposit juga ditegaskan oleh UNESCO (2000) yang menyatakan bahwa regulasi legal deposit menjadi salah satu komponen penting dalam kebijakan informasi nasional karena memungkinkan suatu negara untuk mengumpulkan, melestarikan, dan menyediakan akses terhadap warisan dokumenter yang telah diterbitkan. Berdasarkan pandangan tersebut, perpustakaan deposit selain penyimpanan koleksi, juga merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan informasi dan memori kolektif suatu bangsa maupun daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Lasa HS (2017) menjelaskan bahwa perpustakaan deposit memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dan melestarikan seluruh terbitan yang dihasilkan dalam suatu wilayah, sedangkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2022) menegaskan bahwa fungsi tersebut dilakukan melalui kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan pelestarian koleksi secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan demikian, perpustakaan deposit memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa berbagai karya yang diterbitkan tetap dapat diakses dan dimanfaatkan dalam jangka panjang
Dalam penelitian ini, fungsi perpustakaan deposit diwujudkan melalui penyelenggaraan perpustakaan deposit yang dikelola oleh DISPUSIPDA Prov. Jawa Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di tingkat daerah. Melalui kegiatan penghimpunan, penerimaan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pemanfaatan koleksi deposit, DISPUSIPDA berupaya menjaga keberadaan berbagai karya intelektual yang diterbitkan di Jawa Barat. Menurut pandangan penulis, perpustakaan deposit tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan hasil serah simpan, tetapi juga sebagai pusat pelestarian warisan intelektual daerah yang merekam perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi regulasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menjadi aspek yang sangat penting karena keberhasilannya akan menentukan kelengkapan koleksi deposit serta mendukung pengembangan perpustakaan deposit sebagai penyedia informasi dan memori kolektif daerah yang berkelanjutan. b) Fungsi dan Tugas Pokok Perpustakaan Deposit
Fungsi dan tugas pokok perpustakaan deposit pada dasarnya telah ditegaskan dalam peraturan dan perundang-undangan yang menempatkan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai instrumen dalam penghimpunan, pengelolaan, pelestarian, dan pendayagunaan karya intelektual (Pemerintah Republik Indonesia, 2018:5; 2021:21). Dalam konteks penelitian ini, fungsi tersebut menjadi fokus analisis dalam melihat bagaimana implementasi kebijakan dijalankan di tingkat daerah, khususnya pada aspek penyerahan dan pengelolaan koleksi deposit, selain itu juga perpustakaan deposit memiliki tugas utama dalam : 
1) Pengumpulan Karya Cetak dan Karya Rekam Daerah
Kegiatan penghimpunan merupakan tahap awal dalam implementasi kebijakan dari para wajib melalui serah simpan kepada lembaga yang ditunjuk (2018:5). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengumpulan koleksi bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan bagian dari mekanisme legal deposit yang menentukan kelengkapan koleksi deposit daerah. Dalam perspektif pengelolaan perpustakaan, kegiatan ini menjadi fondasi dalam membangun koleksi yang representatif, sebagaimana ditegaskan bahwa penghimpunan bahan pustaka merupakan dasar terbentuknya sistem informasi yang utuh (Sulistyo-Basuki, 2014:231).
2) Pengelolaan dan Pengembangan Koleksi
Setelah karya diterima, regulasi menegaskan bahwa perpustakaan deposit wajib melakukan pengolahan koleksi melalui tahapan pencatatan, inventarisasi, dan katalogisasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa pengolahan koleksi dilakukan oleh perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi sesuai kewenangannya (2021:23). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan koleksi merupakan bagian integral dari implementasi kebijakan, karena menentukan keteraturan dan kemudahan akses informasi. Dalam kajian ilmu perpustakaan, pengolahan bahan pustaka dipahami sebagai inti dari sistem temu kembali informasi (Suwarno, 2016:89), sehingga kualitas pengelolaan secara langsung memengaruhi keberhasilan layanan perpustakaan deposit.
3) Pelestarian Koleksi Deposit Daerah
Kegiatan penghimpunan merupakan tahap awal dalam implementasi kebijakan serah simpan menempatkan perpustakaan deposit yang menerima pelaksanaan serah simpan tersebut. Hal ini secara tegas diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang mengemukakan setiap para wajib menyerahkan karyanya kepada lembaga yang ditunjuk (2018:5). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengumpulan koleksi bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan bagian dari mekanisme legal deposit yang menentukan kelengkapan koleksi deposit daerah. Dalam perspektif pengelolaan perpustakaan, kegiatan ini menjadi fondasi dalam membangun koleksi yang representatif, sebagaimana ditegaskan bahwa penghimpunan bahan pustaka merupakan dasar terbentuknya sistem informasi yang utuh (Sulistyo-Basuki, 2014:231).
4) Penyusunan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah
Setelah karya diterima, regulasi menegaskan bahwa perpustakaan deposit wajib melakukan pengolahan koleksi melalui tahapan pencatatan, inventarisasi, dan katalogisasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa pengolahan koleksi dilakukan oleh perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi sesuai kewenangannya (2021:23). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan koleksi merupakan bagian integral dari implementasi kebijakan, karena menentukan keteraturan dan kemudahan akses informasi. Dalam kajian ilmu perpustakaan, pengolahan bahan pustaka dipahami sebagai inti dari sistem temu kembali informasi (Suwarno, 2016:89), sehingga kualitas pengelolaan secara langsung memengaruhi keberhasilan layanan perpustakaan deposit.
5) Koordinasi Penyerahan Karya 
Koordinasi penyerahan karya keberhasilan pelaksanaan serah simpan sangat bergantung pada koordinasi antara perpustakaan deposit dengan pihak yang memiliki kewajiban serah. Regulasi menegaskan adanya kewajiban pelaporan penyerahan oleh para wajib, yang dalam praktiknya memerlukan komunikasi yang efektif antaraktor. Dalam konteks penelitian ini, koordinasi menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan tingkat kepatuhan wajib serah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa komunikasi merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan publik (Winarno, 2016:177), sehingga kualitas koordinasi akan menentukan keberhasilan proses penyerahan.
6) Digitalisasi Koleksi dan Pengembangan Layanan Digital
Perkembangan teknologi informasi mendorong perpustakaan deposit untuk mengintegrasikan digitalisasi dalam pengelolaan koleksi. Meskipun tidak secara eksplisit diatur secara rinci dalam undang-undang, Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 menegaskan pentingnya tata kelola koleksi berbasis teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas (2022:14). Digitalisasi dalam hal ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan yang memperluas jangkauan layanan tanpa mengabaikan fungsi pelestarian. Dalam konteks penelitian, aspek ini menunjukkan bahwa pengelolaan koleksi tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berkembang mengikuti kebutuhan akses informasi masyarakat, di mana teknologi berperan sebagai pendukung utama dalam meningkatkan efektivitas layanan (Rachman, 2021:134).
Dengan demikian, seluruh fungsi dan tugas perpustakaan deposit tersebut memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara regulasi, implementasi kebijakan, serta fokus penelitian yang menitikberatkan pada proses penyerahan dan hasil  pengelolaan karya yang dititipkan di perpustakaan deposit.
[bookmark: _Toc234242847][bookmark: _Toc236923526]c) Implementasi Serah Simpan Karya dalam Pengembangan Perpustakaan Deposit
Implementasi Serah Simpan merupakan tahapan krusial yang menentukan optimalisasi fungsi perpustakaan deposit sebagai lembaga pelestari dan penyedia akses informasi. Dalam kerangka penelitian ini, implementasi dipahami secara spesifik melalui dua dimensi utama, yaitu penyerahan dan pengelolaan, yang keduanya telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan . Pada dimensi penyerahan, regulasi menegaskan adanya kewajiban hukum bagi para wajib untuk serah simpan hasil karya di perpustakaan deposit provinsi dalam batas waktu dan jumlah tertentu sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (2018:5). Ketentuan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen untuk menjamin keberlangsungan dokumentasi nasional dan daerah. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban tersebut secara langsung memengaruhi kelengkapan, keberagaman, dan representasi koleksi deposit. Adapun pada dimensi pengelolaan, regulasi mengatur bahwa setiap karya yang diterima harus melalui proses pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, hingga pemanfaatan hal ini pun selaras dengan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang(2021:23).Rangkaian proses menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak berhenti pada aktivitas serah, melainkan berlanjut pada pengelolaan yang sistematis agar koleksi memiliki nilai guna dan dapat diakses secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, hubungan antara penyerahan dan pengelolaan menunjukkan keterkaitan yang bersifat struktural dalam mendukung pengembangan perpustakaan deposit. Penyerahan yang berjalan optimal akan memperkaya kuantitas dan variasi koleksi, namun tanpa didukung pengelolaan yang memadai, potensi informasi yang terkandung dalam koleksi tersebut tidak akan termanfaatkan secara optimal. Ketentuan dalam regulasi menegaskan bahwa koleksi deposit harus dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta pelestarian budaya, menunjukkan bahwa pengelolaan merupakan tahap yang menentukan nilai strategis dari kebijakan ini. Pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan ini harus dipahami sebagai sistem yang mengintegrasikan kepatuhan penyerahan dengan kualitas pengelolaan. Perspektif ini selaras dengan pandangan Wicaksono (2021:58) yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan serah simpan ditentukan oleh sinergi antara kepatuhan wajib serah dan efektivitas pengelolaan koleksi. Dalam konteks penelitian, kedua dimensi tersebut menjadi parameter utama untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu memperkuat fungsi perpustakaan deposit, baik dalam menghimpun memori kolektif daerah maupun dalam meningkatkan aksesibilitas informasi melalui pengelolaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 (2022:9).
[bookmark: _Toc236923527]Kerangka Berpikir
Pemikiran ini merupakan dasar dari sebuah penelitian yang dibuat dari fakta empiris, observasi, maupun kajian pustaka. Maka dari itu, dalam kerangka berpikir termuat konsep, teori, serta regulasi yang menjadi landasan dalam menganalisis suatu permasalahan penelitian. Kerangka berpikir juga merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan antar aspek yang telah diidentifikasi (Sugiyono, 2019). untuk jelasnya dapat dilihat gambar di bawah ini: 
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Diagram kerangka berpikir tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Serah Simpan karya berangkat dari landasan regulasi yang kuat. Keberadaan regulasi yang komprehensif tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi di lapangan. Implementasi kebijakan diwujudkan melalui dua aspek, 1) penyerahan karya berupa cetak dan karya berupa rekam yang dilakukan oleh para wajib serta;2) pengelolaan hasil karya yang telah di serahkan oleh para wajib dan dikelola oleh perpustakaan deposit dalam hal ini di DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat. Pada praktiknya, kedua aspek tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan penerbit, mekanisme penyerahan yang belum sepenuhnya efektif, serta pengelolaan koleksi yang belum optimal. Selain itu, faktor pendukung dan penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi (e-deposit dan INLISLite), lemahnya sosialisasi, serta kurangnya koordinasi dan pengawasan antar lembaga turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakselarasan regulasi normatif dengan realitas implementasi di lapangan (implementation gap).
Dengan adanya keterkaitan antar komponen tersebut, implementasi regulasi peraturan dan perundang-undangan diharapkan menjadi payung hukum bagi para pihak agar dalam implementasinya berjalan secara optimal sehingga memberikan dampak terhadap pengembangan perpustakaan deposit. Pengembangan ini ditandai dengan meningkatnya kuantitas dan kelengkapan koleksi, meningkatnya kualitas pengelolaan koleksi, serta semakin luasnya akses dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Serah Simpan karya mempunyai peran sangat penting dalam mendukung terwujudnya perpustakaan deposit yang lebih efektif, profesional, dan berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi.
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